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LEMBARAN  DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
 

S A L I N A N 



 
 

NOMOR  3   TAHUN   2015 
 

PERATURAN  DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 
 

NOMOR 3 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA 

SERENTAK 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 

 

Menimbang : a.  bahwa pemilihan kepala desa merupakan 

perwujudan demokrasi Pancasila; 

  b.  bahwa dalam rangka efektivitas dan 

efisiensi waktu dan anggaran, maka perlu 
melaksanakan pemilihan kepala desa 

secara serentak; 

  c.  bahwa untuk melaksanakan ketentuan 

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan 

Daerah menetapkan kebijakan pelaksanaan 

pemilihan Kepala Desa secara serentak 

dengan Peraturan Daerah; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan 

Pemilihan Kepala Desa secara Serentak; 
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Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1968 tentang Pembentukan 

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2851); 

  3.  Undang-Undang   Nomor  12  Tahun  2011  
tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

  4.  Undang-Undang   Nomor  6 Tahun  2014  

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5495); 
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  5.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

  6.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2005 tentang Pedoman  Pembinaan  dan  

Pengawasan Penyelenggaraan  
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia Nomor 4593); 

  7.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539); 

  8.  Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 
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  9.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 

 10.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 
Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 2092); 

 11.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 

6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Nomor 2); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN SUMEDANG 

dan 

BUPATI SUMEDANG 

MEMUTUSKAN : 

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG 

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA 
SECARA SERENTAK. 

  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang 

dimaksud dengan: 

  1.  Daerah adalah Kabupaten Sumedang. 

  2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah 

Kabupaten Sumedang. 
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  3.  Bupati adalah Bupati Sumedang. 

  4.  Desa adalah desa dan desa adat atau 
yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut desa, adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang 
memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus  urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul dan/atau 

hak tradisional yang diakui dan 
dihormati dalam sistem Pemerintahan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

  5.  Pemerintahan Desa adalah 

penyelenggaraan urusan pemerintahan 
dan kepentingan masyarakat setempat 

dalam sistem Pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

  6.  Pemerintah Desa adalah Kepala Desa 

atau yang disebut dengan nama lain 

dibantu  Perangkat Desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

  7.  Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah 

Desa yang mempunyai wewenang, tugas 
dan kewajiban untuk 

menyelenggarakan rumah tangga 

desanya dan melaksanakan tugas dari 

pemerintah dan pemerintah daerah. 

  8.  Pemilihan Kepala Desa secara Serentak 

adalah Pemilihan Kepala Desa yang 

dilaksanakan pada hari, tanggal dan 
bulan yang sama dengan 

mempertimbangkan jumlah desa dan 

kemampuan biaya pemilihan. 
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  BAB II 

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA  

SECARA SERENTAK 

Pasal 2 

  (1)  Pemilihan kepala desa secara serentak 
dilaksanakan 3 (tiga) gelombang dalam 

jangka waktu 6 (enam) tahun dari 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2020. 

  (2)  Pelaksanaan pemilihan kepala desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

dilaksanakan pada tahun 2015, tahun 
2018 dan tahun 2020. 

  (3)  Pelaksanaan pemilihan kepala desa 
secara serentak selanjutnya, sesuai 

dengan berakhir masa jabatan kepala 

desa hasil pemilihan kepala desa 
serentak sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2). 

  Pasal 3 

  (1)  Hari, tanggal, bulan dan nama desa 

yang melaksanakan pemilihan Kepala 
Desa secara serentak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan 

ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan 
Bupati. 

  (2)  Apabila terjadi permasalahan/kendala 
dalam proses pendaftaran yang 

menyebabkan tidak dapat 

melaksanakan pemilihan kepala desa 
sesuai jadwal yang telah ditentukan, 

maka pemilihan kepala desa yang 

bersangkutan ditunda dan 
diikutsertakan pada gelombang 

berikutnya. 
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  BAB III 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 4 

  Desa yang wilayahnya hilang sebagian atau 

seluruhnya  dan atau berpindah 

penduduknya, sehingga tidak lagi 

memenuhi persyaratan sebagai desa sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dikecualikan dalam peraturan 

daerah ini. 

  BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. 

   
 

 

 Ditetapkan di   Sumedang 

pada tanggal 6 April 2015 

  BUPATI SUMEDANG 
WAKIL, 

 

ttd 

 

EKA SETIAWAN 
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Diundangkan di  Sumedang 

pada tanggal 6 April 2015 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 

 

ttd 

 

ZAENAL ALIMIN 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN 

SUMEDANG TAHUN 2015  NOMOR 3                

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
SUMEDANG, PROVINSI JAWA BARAT: (47/2015) 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
Ttd 

 
UJANG SUTISNA, SH 

Jaksa Muda/IIId 
19730906 199303 1 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


